
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR TAHUN 2001 

T E N T A N G 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN '2001 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PACITAN 

Menimbang : a.' bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ' yang 

•
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
maka p e r l u dilakukan perubahan Anggaran Daerah:; 

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dimaksud pada huruf a pe r l u ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup 
Propinsi Jawa Timur ; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun. 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Re t r i b u s i Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 
2000 ; 

* , . 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3688 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2000 ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ; 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. ; . 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) j o Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ; 

7. Peraturan Pemerintah'^ Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
R e t r i b u s i Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 .Nomor 

* 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) • j o 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ; 



I 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3693 ) ; 

9; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian h a s i l Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah : 

10. Peraturan Pemerintah 
Dana Perimbangan ; 

Nomor 104. Tahun 2000 tentang 

11. Peraturan Pemerintah nomor 105 
Pengelolaan dan Pertanggung 
Daerah :. 

Tahun 2000 
jawaban 

tentang 
Keuangan 

12. Peraturan 
Kedudukan 
Daerah ; 

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang 
Pembagian h a s i l Penerimaan Pajak Penghasilan orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 

15. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tentang 
. Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001 ; 

16. I n s t r u k s i Presiden. Nomor 16 Tahun 
Persiapan-persiapan Perubahan Tahun 
tahun f i s k a l menjadi tahun takwim ; 

1999, tentang 
Anggaran d a r i 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun '1975 
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan ^Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun fl978 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 
Daerah ; ' 

19. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana t e l a h diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan Barang Daerah ; 

211 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun !1998 
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang m i l i k 
Pemerintah Daerah : . 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah 
pada pihak k e t i g a ; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 
28 Oktcber 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran 
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ; 

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 
tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran 

' Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ;. ' > 

25. Keputusan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Daerah ; 

26. I n s t r u k s i Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun! 1999 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 
.2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

• Tahun Anggaran 2001 ; 

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 
903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman ' Umum 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2001 ; i 

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakiian Rakyat 
Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2001. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 
Kabupaten Pacitan, 

' M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2001 . . i 

Pasal 1 ^ 

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran^ 2001 
semula berjumlah Rp. 214.069.331,498,00 
bertambah sejumlah Pp.. 12.322.009.223,62 
sehingga menjadi Rp. 226.391.340.721,62 

(2) Anggaran Belanja Daerah .Tahun Anggaran; 2001 
semula berjumlah Rp. 214.069.331.498,00 
bertambah sejumlah Rp. 12.322.009.223,62 
sehingga menjadi Rp. 226.391.340.721,62 
dengan r i n c i a n sebagai b e r i k u t : 
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set el ah perubahan Rp; 158.852.141.174,62 
D e 1 a l l J cih 
sebelum _. perubahan Rp. • 61.003.145.317.00 
Bertambah Rp. 6.536.054.230,00 
Beiania Pembangunan• 
setelah ; perubahan , Rp. 67.539.199.547,00 

t , 

•* - • ' - . ' 

Pasal. 2 ! 
i • • 

> • 

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran,Pendapatan dan Belanja 
Daerah dimaksud Pasal 1 d i a t a s , sebagaimana 
Lampiran I Peraturan Daerah i n i ; . ' 

(2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan 
dimaksud pada Pasal 1 ayat.(1) d i a t a s , sebagaimana 
Lampiran I I Peraturan Daerah i n i \ • 

' • . • - i 

(3) Rincian- penambahan/pengurangan Anggaran Belanja 
Rutin dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 2 ) d i a t a s , 
sebagaimana-Lampiran I I I Peraturan Daerah i n i ; 

(4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja 
Pembangunan dimaksud pada Pasal.1 ayat (2) d i a t a s , 
sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah i n i . • 

, • ' ; Pasal . 3 [ • 
• - • ' r 
(1) Anggaran Pendapatan . Bagian Urusan Kas i dan 

Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula 
berjumlah Rp. 5.579.435.676,00 bertambah 
sejumlah Rp. 21.972.000,00 sehingga 
menjadi Rp. 5.601.407.676,00 

• ., i 
(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud 

pada, ayat (1) pasal i n i dimuat dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah i n i . 

Pasal 

(1) Anggaran Belanja- Bagian Urusan 
Perhitungan Tahun Anggaran 2001 
berjumlah Rp. . 5.579.435.676,00 • 
sejumlah Rp. 21.972.000,00 
menjadi. Rp. 5.601.407.676,00 

Kas > dan 
semula 

bertambah 
sehingga 

(2) Rincian penambahan/pengurangan. belanja dimaksud 
pada ayat (1) pasal i n i masing-masing dimuat dalam 
Lampiran VI Peraturan Daerah i n i . \ 



Pasal 5 

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasa! 1..Pasal 2. Pasal 
3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang t i d a k terpisahkan 
da r i Peraturan Daerah i n i . • 

Pasal 6• : 

Peraturan Daerah •• i n i mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 

Agar supaya ' s e t i a p orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah. ; 

Ditetapkan d i Pacitan * 
Pada tanggal 27 September;2001 

BUPATI PACITAN 


